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ABSTRAK 

Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

Sebelum Dan Sesudah PMK Nomor 168 Tahun 2023. Dibimbing oleh: 

Frankie J. H. Taroreh, S.E., M.M. dan Ignatia R. Honandar, S.E., M.Sc 

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang penting dan menjadi 

salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mendanai kegiatan pemerintah. Dalam 

upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan perpajakan, pemerintah seringkali 

melakukan perubahan dan harmonisasi peraturan perpajakan. Salah satu peraturan 

perpajakan terkini adalah Peraturan Menteri (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang mengatur 

harmonisasi perpajakan di Indonesia dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 

2024. Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami berbagai perkembangan 

dan reformasi seiring dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 mengatur tentang 

petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas jasa, atau kegiatan orang pribadi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan dan perbedaan 

dalam perhitungan terkait kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan oleh wajib 

pajak orang pribadi sebelum dan sesudah PMK Nomor 168 Tahun 2023. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis data 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik yang 

digunakan untuk pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan teknik 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk 

pada beberapa langkah analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, deskripsi 

data mentah, reduksi data, kategorisasi data, dan hubungan antar kategori. 

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan tarif efektif yang diatur dalam PMK No. 168 Tahun 2023 

mempermudah proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak 

orang pribadi. Karyawan dengan penghasilan lebih rendah dapat menikmati tarif 

pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak memiliki kewajiban pajak. Sementara 

itu, karyawan dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih 

besar. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan pemerataan dalam 

pemungutan pajak, dengan membebankan beban pajak yang lebih besar kepada 

karyawan yang berpenghasilan lebih tinggi. 

Kata Kunci: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, 

Harmonisasi Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21 
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